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BAB I

PENDAHULUAN

A.
Latar Belakang
Pelaksanaan pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya serta mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, masyarakat mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukannya, diperlukan adanya perlindungan masyarakat serta kepastian adanya bantuan oleh masyarakat kecil yang mmbutuhkan serta untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang tertera dalam pembukaan UUD 45 alinea ke 4. “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.” 
Perhatian pemerintah kepada masyarakat  dilandasi oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 memiliki program jaminan sosial yang lebih memadai dan sesuai dengan perkembangan teknologi yang meliputi: jaminan kecelakan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan. 
Pada beberapa daerah di Indonesia, telah memberikan santunan kematian pada masyarakat, yaitu merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada keluarga yang ditinggalkan dan berdampak pada terputusnya penghasillan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dengan dibentuknya produk hukum didaerah yaitu peraturan daerah yang khusus mengatur santunan bagi masyarakat. Tujuan dibentuknya Peraturan daerah tersebut dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Se​bagai prosedur dasar dalam penya​luran ban​tuan atau santunan kematian bagi masyarakat yang meninggal  dunia se​cara wajar. Sebaliknya, bukan kepada warga masya​rakat yang me​ning​gal karena bencana alam besar, narkoba, obat terlarang dan bunuh diri. Selain itu tujuan program ini untuk meringan​kan be​ban ahli waris penerima bantuan da​lam menghadapi musi​bah. Tujuan lainnya, untuk membantu biaya hidup dan pe​laksanaan fardu kifayah guna menghindari ahli waris pe​ne​rima bantuan terlibat dengan sistem rentenir dan meng​ga​dai​kan harta yang ditinggalkan pewaris.
Pengaturan usia penerima santunan kema​tian itu diberikan ke​pada ahli waris yang anggota keluar​ganya meninggal dunia yang telah berusia di atas satu tahun. Adapun besarnya santunan kematian, ditetapkan berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan didaerah.  Santunan kematian tidak diberikan kepada ASN, pensiunan ASN, TNI, pensiunan TNI/Polri, pensiunan Polri, karyawan BUMN/ BUMD, dan profesi lain​​nya yang mendapat uang duka dari ne​​gara maupun perusahaan.

Santunan kematian akan diberikan kepada ahli waris yang dibuktikan dengan KTP dengan mengajukan  permo​ho​nan kepada kepala daerah. Syarat lain adalah, fotokopi akta kema​tian, keterangan ahli waris penerima san​tunan dari unsur perangkat daerah berdasarkan tingkatannya, fotokopi kartu keluarga dan foto​kopi buku rekening bank penerima san​tu​nan yang diketahui oleh perangkat daerah setempat. 

Persyaratan tersebut disampaikan ke​pada petugas/panitia verifikasi pada ba​gian kesejateraan masyarakat diwilayah domisili masing-masing dibuat dalam rang​kap dengan menunjukkan dokumen KTP dan kartu keluarga asli untuk validasi data.

Pada hakekatnya program santunan kematian dimaksudkan untuk memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan santuna keluarga sebagai biaya pemakaman maupun santunan berupa uang yang diterima. Disamping itu, program santunan kematian mempunyai beberapa aspek, yaitu :
1) Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi bantuan kebutuhan bagi keluarga yang ditinggalkan minimal bantuan terhadap biaya pemakaman.
2) Merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada masyarakat yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada daerah tempatnya berdomisili.
Pemerintah perlu mengambil kebijakan berupa memobilisasi dana jangka panjang dalam jumlah yang cukup besar secara bertahap kepada Badan Penyelenggara Jaminan Nasional yang dalam hal ini diambil alih oleh BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan adalah badan yang ditunjuk sebagai penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

  
Peraturan daerah sebagai jenis Peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang daerah otonomi khusus dan daerah istimewa sebagai lex specialis dari Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2014.
 Selain itu terkait dengan pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD dalam membentuk Perda adalah Undang-undang  Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. 

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah.

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (rechtszekerheid, legal certainty). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam Peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian Peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan Peraturan perundang-undangan lainnya.

B.
Identifikasi Masalah.

1.
Bagaimanakah ketentuan hukum tentang pemberian santunan kematian bagi masyarakat ?
2.
Bagaimanakah peran Pemerintah Kota Serang   dalam menyusun program santunan kematian bagi masyarakat ?
3.
Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perlu dibuatnya peraturan daerah Kota Serang tentang santunan kematian ?


C.
Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik Santunan Kematian.


1.
Tujuan.

Naskah Akademik ini disusun untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Santunan Kematian berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan wajib dilakukan secara demokratis, aspiratif, akomodatif, partisipatif, dan kolaboratif.

2.
Kegunaan. 

Naskah Akademik ini diharapkan :  

a)
Bagi Pemerintah Kota Serang :

1)
Dapat memberikan pemahaman kepada pengambil kebijakan tentang mekanisme pemberian santunan bagi masyarakat.

2)
Dapat memberikan kerangka hukum (legal framework) bagi perumusan ketentuan dan pasal-pasal dari Raperda tentang Santunan Kematian.


b)
Secara umum :

1)
Instrumen hukum untuk menstimulasi proses pemberian santunan bagi masyarakat yang baik dan tepat sasaran; 

2)
Singkronisasi sistem koneksitas dalam tata kelola data penduduk dan jumlah warga masyarakat di Kota Serang; 



c)
Bagi Masyarakat.

1)
Diharapkan akan adanya kesadaran dan ketertiban hukum masyarakat terkait pelaporan atas anggota keluarganya yang meninggal dunia; 

2)
Turut serta terlibat dalam ketertiban dalam mobilisasi dalam rangka pembangunan Nasional; 
D.
Metode Penelitian.


Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:


1.
Kajian Yuridis Normatif

Kajian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis  dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 

Oleh karena itu: pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder, yang terdiri dari :

a)
Bahan hukum primer, bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu  Peraturan Perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan retribusi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Kependudukan, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



2)

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, makalah-makalah, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian.



3)
Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), eksiklopedia, kamus artikel-artikel pada koran/surat kabar dan majalah-majalah.

Kedua, karena penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan, tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Di dalam menyusun kerangka konsepsional, dapat dipergunakan perumusan-perumusan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penelitian. 

Ketiga, dalam penelitian hukum normatif tidak diperlukan hipotesis, kalaupun ada, hanya hipotesis kerja. 

Keempat, konsekuensi dari (hanya) menggunakan data sekunder, maka pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan sampling, karena data sekunder (sebagai sumber utamanya) memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

2.
Kajian Yuridis Sosiologis.

Pada kajian hukum atau penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (independent variable) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (socio-legal research). 

Namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung/akibat  (dependent variable) yang timbul sebagai hasil dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologi hukum (sociology of law). 

Perbedaan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis, dapat  diuraikan karakteristik yang dimiliki oleh penelitian hukum sosiologis :

a. 
Seperti halnya pada penelitian hukum normatif yang (hanya) menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekundernya,  maka penelitian hukum yang sosiologis, juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dengan demikian, penelitian hukum yang sosiologis tetap bertumpu pada premis normatif, berbeda dengan penelitian ilmuilmu sosial yang hendak mengkaji hukum, di mana hukum “ditempatkan” sebagai dependent variable, oleh karena itu, premis sosiallah yang menjadi tumpuannya. 

b.
Definisi operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang. 

c. 
Hipotesis kadang-kadang diperlukan,  misalnya penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel. 

d. 
Akibat dari jenis datanya (data sekunder dan data primer), maka alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara 

(interview). Pada penelitian hukum sosiologis selalu diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (observasi) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat. Wawancara (interview) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya, persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.

e.
Penetapan sampling harus dilakukan, terutama jika hendak meneliti perilaku (hukum) warga masyarakat. Dalam penarikan sampel, hendaknya diperhatikan sifat  atau ciri-ciri populasi. 

f. 
Pengolahan datanya dapat dilakukan baik secara kualitatif dan/atau kuantitatif. 

Akhirnya, kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum  (law enforcement). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Disamping  itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dikaitkan dengan kajian hukum penerapan pemberian santunan bagi masyarakat maka kajian hukum yang sosiologis sangat berguna dalam rangka penyusunan suatu peraturan perundang-undangan yang akan mengaturnya, bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam perundangundangan haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.


3.
Kajian Yuridis Filosofis.  

Setiap masyarakat selalu mempunyai  rechtsidee yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau  rechtsidee tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakat dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia gaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut  Rudolf Stammier,  cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radbruch seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran NeoKantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat terjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat.
4.
Kajian Yuridis Komparasi (Penelitian Perbandingan Hukum). 

Dalam kajian komparasi atau penelitian perbandingan hukum, acapkali yang diperbandingkan adalah sistem hukum masyarakat yang satu dengan sistem hukum masyarakat yang lain, sistem hukum negara yang satu dengan sistem hukum negara lainnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing sistem hukum yang diteliti. Sebagaimana dikemukakan oleh D. Kokkini-latridou yang menyatakan: 

”No matter how systematically it is carried out, research cannot be described as being ‘comparative’ if it does not give an ‘explanation’ of the similarities and differences”.

Pendapat D. Kokkini-latridou dapat diartikan bahwa: ”Bagaimanapun sistematisnya hal itu dilakukan, suatu penelitian tidak dapat dikatakan sebagai ‘perbandingan’ jika penelitian tersebut tidak memberikan penjelasan tentang persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan”. 

Jika ditemukan persamaan dari masing-masing sistem hukum tersebut, dapat dijadikan dasar unifikasi sistem hukum. Dalam kaitannya dengan kajian hukum tentang pemberian santunan kematian bagi masyarakat diperlukan komparasi atau perbandingan dalam kajian atau penelitian ini dari berbagai daerah  yang telah terlebih dahulu yang telah menerapkan aturan tentang pemberian santunan kematian bagi masyarakat dapat dijadikan bahan perbandingan. Jika sesuai dengan kondisi khususnya di Kota Serang,  maka tidak ada salahnya diterapkan di sini.

BAB II

ASAS-ASAS YANG DIGUNAKAN DALAM

PENYUSUNAN NORMA

A.
Pengertian dan Peranan Asas Hukum.

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.


Lebih lanjut, beberapa pakar memberikan pengertian asas hukum, seperti Paul Scholten yang memberikan pengertian asas hukum sebagai berikut :

“Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya”.


Kemudian Satjipto Rahardjo, mengartikan asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai basic truth atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum  itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya.
 Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum.


Smits, memberikan pandangannya bahwa asas hukum memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu : Pertama, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; Kedua, asas-asas hukum  dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Dari kedua fungsi tersebut, diturunkan fungsi ketiga, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk “menulis ulang” bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.


Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak/pantas menurut hukum (rechtmatig) dalam hal menggunakan  atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan.

B.
Asas-Asas Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Pemberian Santunan Bagi Masyarakat.


Di dalam hukum pembentukan peraturan daerah dimuat sejumlah asas-asas hukum, dimana pilihan asas itu haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan pengembangan dan penerapan pemberian santunan bagi masyarakat dan pada gilirannya asas-asas tersebut terjabarkan dalam draf ketentuan-ketentuan peraturan daerah terkait dengan tata kelola kependudukan nantinya.
Secara khusus penerapan pemberian santunan bagi masyarakat memuat asas-asas/prinsip-prinsip sebagai berikut :

1.
Kelestarian  

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi. Kewajiban dan tanggung jawab itu ditunjukkan melalui upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup, yang diwujud dengan memfasilitasi identifikasi opsi-opsi pembangunan/upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan alternatif rancangan/usulan yang lebih baik. 

2.
Keberlanjutan 

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah adanya kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik itu dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan sumber daya manusia dalam melakukan validasi data kependudukan setiap tahunnya sehingga penerapan pemberian santunan bagi masyarakat merupakan kelanjutan bahkan peningkatan dari kebijakan demand manajemen yang sebelumnya telah diambil dan bukan malah sebaliknya. 

3.
Keserasian dan keseimbangan 

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Dalam hal ini penyelenggaraan-nya senantiasa dijiwai atau dipandu oleh nilai-nilai keseimbangan, keadilan dan kesetaraan  berdasarkan kepentingan sosial.
4.
Manfaat 

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. 

5.
Keterpaduan 

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait. Dalam hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk kepastian bahwa penerapan dan pengembangan pemberian santunan bagi masyarakat sudah relevan untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan. 

6.
Kehati-hatian (pencegahan) 

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian atau pencegahan” adalah bahwa setiap usaha atau kegiatan harus disusun berdasarkan perencanaan yang matang sehingga dapat dilakukan antisipasi atau upaya untuk mencegah dan
  mengurangi ketidakvalidnya data kependudukan. Upaya ini dilakukan mulai dari tahap perencanaan yaitu tentang validasi data kependudukan, laporan kelahiran, laporan kematian berdasarkan sebab akibat dan/atau penyakit yang dideritannya.
7. 
Partisipatif 

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pelaporan terhadap angka kelahiran, dan kematian. Asas ini dapat diwujudkan sebagai berikut :

a.
Memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang berkepentingan, masyarakat yang potensial terkena dampak, dan instansi pemerintah disepanjang proses pengambilan keputusan. 

b.
Terdokumentasi secara eksplisit segala masukan dan pertimbangan yang mengemuka di dalam proses penetapan penerapan pemberian santunan bagi masyarakat. 

c.
Memiliki kejelasan informasi yang mudah dipahami, serta menjamin akses yang  memadai untuk semua informasi terkait mekanisme pemberian santunan bagi masyarakat yang membutuhkan. 

9. 
Tata kelola pemerintahan yang baik 

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan kepastian dalam melaksanakan mekanisme pemberian santunan bagi masyarakat oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan berkeadilan. 

10.
Otonomi 

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.  


Selain itu, asas-asas yang harus dimuat dalam penyusunan peraturan daerah termasuk Peraturan Daerah Kota Serang tentang Santunan Kematian, yaitu dari sudut pandang :

1.
Materi Muatan Peraturan Daerah :


Penyusunan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Sntunan Kematian, dilihat dari sudut pandang muatan peraturan daerahnya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana digambarkan di bawah ini.

Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa  :

“Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”
Kemudian, Peraturan Daerah tersebut harus pula sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Jo Pasal 236 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menentukan bahwa “Materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan peraturan perundang-undangan,  antara lain asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, dan yang terpenting ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 jo Pasal 136 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam penjelasan Pasal 136 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa ”bertentangan dengan kepentingan umum” adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketentraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.
Evaluasi atas Raperda ditujukan untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan materi Perda dengan perturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau Perda lainnya. Ketentuan ini mengisyaratkan bahwa pengharmonisasian Perda dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. 

Raperda yang mengatur tentang santuynan kematian bagi masyarakat, sebelum disahkan oleh kepala daerah terlebih dahulu dievaluasi oleh Gubernur untuk dilakukan evaluasi sebagai bentuk pembinaan, dimana Gubernur melalui Bagian Hukum Pemerintah Propinsi sebagai wakail dari Pemerintah Pusat yaitu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

2.
Urgensi Harmonisasi Peraturan Daerah  dengan Peraturan Perundang-undangan Lain.
Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselerasan dan keserasian antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan. Dalam kaitannya dengan sistem asas hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya maka proses tersebut mencakup harmonisasi semua peraturan perundang-undangan termasuk Perda baik secara vertikal maupun horisontal.   

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat rambu-rambu yang mengarahkan pada pentingnya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk semua jenis peraturan perundang-undangan termasuk Perda. 

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Asas Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa :

”Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perudang-undangan yang baik yang meliputi :

a. Kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan "kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan

adalah bahwa dalam Pembentakan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya.

d. Asas dapat dilaksanakan

adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e.
Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f.
Asas kejelasan rumusan.

adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan.

adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian, Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011  berbunyi sebagai berikut :

(1)
Materi muatan peraturan perundang-undangan mengandung asas :


(a)
Asas pengayoman.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

(b) Asas kemanusiaan.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

(c) Asas kebangsaan.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

(d) Asas kekeluargaan.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

(e) Asas kenusantaraan.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

(f) Asas bhinneka tunggal ika.

adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan. bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(g) Asas keadilan.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

(h) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

(i) Asas ketertiban dan kepastian hukum.

adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

(j)
asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

(2)
Yang dimaksud dengan "asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan", antara lain:

(a)
Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;

(b)
Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan iktikad baik.

BAB III 

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH 

DAN KETERKAITANNYA DENGAN HUKUM POSITIF 

A.
Kajian Keterkaitan dengan Hukum Positif  yang Terkait.


Beberapa ketentuan hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Santunan Kematian Bagi Masyarakat, yaitu sebagai berikut :
	NO
	Materi
	Raperda Tentang Santunan Kematian 
	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.



	1
	Asas dan tujuan
	Santunan Kematian Bagi Masyarakat
	Mekanisme pemberian santunan bagi masyarakat diselenggarakan dengan memperhatikan:
a. asas transparan;
b. asas akuntabel;
c. asas berkelanjutan;
d. asas partisipatif;
e. asas bermanfaat;
f. asas efisien dan efektif;
g. asas seimbang;
h. asas terpadu; dan
i. asas mandiri.

	2.
	Ketentuan Pidana
	
	

	3.
	Penyidikan
	
	


Dari aspek ekonomi, Santunan Kematian Bagi Masyarakat sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses mobilisasi massa untuk tertib dan taat dalam upaya melakukan pelaporan terhadap angka kelahiran dan kematian yang terjadi dikeluarganya. Dari aspek sosial budaya, penerapan pemberian santuan kematian bagi masyarakat membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek politik, penerapan pemberian santuan kematian bagi masyarakat menghubungkan dan mengikat antar wilayah dalam daerah kota Serang dan sekitarnya. 

B.
Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Santunan Kematian.

Bagian ini membahas tentang ketentuan dan pengertian yang bersifat umum dan subtansi peraturan daerah ini.

1. Ketentuan umum

    Bagian ini membahas tentang ketentuan dan pengertian yang bersifat umum dan subtansi peraturan daerah ini.
2. Materi Pengaturan

Materi pengaturan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab
I
Ketentuan umum yang membahas tentang ketentuan dan  pengertian yang bersifat umum dari substansi pengaturan daerah ini.

Bab
II 
Membahas tentang Maksud dan Tujuan ditetapkannya Perda tentang Santunan Kematian
Bab
III
Membahas tentang ruang lingkup yang meliputi beberapa aspek
Bab
IV
Membahas tentang mekanisme pemberian santunan kematian
Bab
V
Membahas tentang fungsi, klasifikasi penerima santunan
Bab
VI
Membahas tentang masyarakat yang menerima santunan kematian
Bab
VIII
Kewajiban dan larangan, baik orang ataupun kendaraan yang berada di terminal
Bab
IX
Tentang pembinaan dan pengawasan
Bab
X
Ketentuan Penutup
BAB IV 

P E N U T U P 

A.
Kesimpulan.

1.
Ketentuan hukum nasional mengatur mengenai pemberian santunan kematian bagi masyarakat yaitu : Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi tingkatannya.

2.
Peran pemerintah dalam mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola hidup yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas.

3.  
Faktor-faktor apakah yang menyebabkan perlu dibuatnya peraturan daerah Kota Serang tentang pemberian santunan kematian bagi masyarakat Kota Serang
B.
Saran 
Oleh karena tata cara pengembangan dan penerapan pemberian santunan kematian bagi masyarakat sebagai............. kebijakan Pemerintah Daerah, maka langkah selanjutnya setelah penerbitan Perda ini adalah segera menerbitkan Pedoman Pelaksanaan Tekhnis pemberian santunan kematian bagi masyarakat Kota Serang. 

Adapun tentang substansi Pelaksanaan Tekhnis dapat mengacu berbagai Pedoman yang telah ada dalam perda daerah lain yang telah terlebih dahulu menerapkan pemberian santunan kematian bagi masyarakat berdasarkan aturan Undang-Undang dan peraturan di bawahnya sesuai kebutuhan dan relevansi wilayah penerapannya. 
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Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

WALIKOTA SERANG

PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR .. TAHUN ….
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SERANG,

	Menimbang :
	a. bahwa setiap masyarakat miskin Kota Serang yang meninggal dunia, pengurusan jenazahnya memerlukan biaya;
b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk meringankan beban warga masyarakat miskin di Kota Serang yang anggota keluarganya meninggal dunia sehingga diperlukan dukungan pembiayaan berupa santunan kematian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Santunan Kematian;


	Mengingat 
	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).


Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG SANTUNAN KEMATIAN
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Walikota adalah Walikota Serang.
6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Serang.
7. Perangkat Daerah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Perangkat Daerah Kota Serang adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
9. Masyarakat miskin adalah setiap orang yang bertempat tinggal didalam wilayah Kota Serang yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau terdaftar dalam Kartu Keluarga serta memiliki Kartu Keluarga Miskin.
10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri bagi setiap penduduk Kota Serang, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
11. Kartu Keluarga Miskin yang selanjutnya disingkat KKM adalah kartu yang diperuntukkan bagi setiap penduduk miskin Kota Serang, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data nama kepala keluarga dan hubungan dalam keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
13. Validitas Data Penduduk adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dan kesahihan data penduduk.
14. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang yang telah meninggal yang sudah dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
15. Santunan kematian adalah pemberian bantuan kepada masyarakat miskin Kota Serang yang telah meninggal dunia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Maksud diberikannya santunan kematian bagi masyarakat miskin Kota Serang adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah untuk membantu masyarakat miskin di daerah yang meninggal dunia.
(2) Tujuan diberikannya santunan kematian bagi masyarakat miskin Kota Serang meliputi:
a. Meringankan beban keluarga miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia; dan
b. tertib administrasi data kependudukan di daerah.
BAB III
SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 3
(1) Setiap warga miskin yang terdaftar sebagai masyarakat secara sah, apabila yang bersangkutan meninggal dunia diberikan santunan kematian kepada ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah.
(2) Yang berhak mengajukan permohonan adalah ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah.
(3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya pemakaman dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almarhumah.
BAB IV
PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 4
(1) Masyarakat miskin yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah:
a. orang dewasa yang memiliki KTP Kota Serang, KKM dan akta kelahiran;
b. orang dewasa yang belum memiliki KTP Kota Serang karena hal-hal tertentu tetapi terdaftar dalam KK dan memiliki KKM; dan/atau
c. orang yang belum dewasa yang orang tua/walinya mempunyai KTP Kota Serang dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK, memiliki KKM dan akta kelahiran.
(2) Masyarakat miskin yang mendapatkan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya telah tinggal dan menetap selama 6 (enam) bulan.

BAB V

TATA CARA MEMPEROLEH AKTA KEMATIAN

Pasal 5

(1) Ahli Waris lain yang namanya tercantum dalam KK melaporkan peristiwa kematian kepada RT setempat dengan melampirkan:

a. KK asli dan atau KTP asli yang meninggal;
b. Fotocopy KTP Ahli Waris;dan

c. Surat Keterangan Kematian dari Dokter, Rumah Sakit, Pejabat yang berwenang atau Surat Pernyataan Kematian dari Ahli Waris diatas kertas bermaterai cukup diketahui oleh 2 (dua) orang saksi.
(2) RT membuat laporan kematian kepada Lurah dengan diketahui RW.
(3) Lurah mencatat peristiwa kematian dalam buku peristiwa penting dan buku Mutasi Penduduk selanjutnya menerbitkan surat keterangan kematian.
 BAB VI
BESAR SANTUNAN KEMATIAN
Pasal 6
(1) Santunan kematian diberikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang yang meninggal dunia.
(2) Besar santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB VII
PROSEDUR DAN TATA CARA
Pasal 7
(1) Permohonan santunan kematian 
diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui perangkat daerah Kota Serang.
(2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah.
(3) Persyaratan pengajuan permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. KTP almarhum/almarhumah dan/atau KK;
b. KTP/KK Pemohon;
c. KKM dan surat keterangan miskin dari kelurahan yang diketahui perangkat daerah yang berwenang;
d. Surat Keterangan Kematian dari dokter, rumah sakit atau pejabat yang berwenang.
e. akta kematian; dan
(4) Permohonan santunan kematian dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak almarhum/almarhumah meninggal dunia.
BAB VIII
PENYERAHAN
Pasal 8
(1) Santunan kematian diserahkan kepada ahli waris atau badan yang mengurus proses pemakaman almarhum/almarhumah.
(2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan oleh Walikota melalui pejabat dari perangkat daerah Kota Serang.
BAB IX
PENGECUALIAN
Pasal 9
Pemberian santunan kematian tidak diberikan kepada warga yang meninggal dunia dengan sebab:
a. bunuh diri;
b. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
c. melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana; dan
d. menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 10
Pembiayaan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini bersumber dari pos bantuan sosial yang tidak direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasa11
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal …………
WALIKOTA SERANG,
ttd
                                                          …………………………..
Diundangkan di Serang
pada tanggal …………….
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,
ttd
………………….
LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN ….. NOMOR..
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
……………………………….
NIP. …………………………..
PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR     TAHUN ......
TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN
I. UMUM
Pada beberapa daerah di Indonesia, telah berhasil menerapkan pemberian santunan kematian pada masyarakat, yaitu merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada keluarga yang ditinggalkan dan berdampak pada terputusnya penghasillan serta sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dengan dibentuknya produk hukum didaerah yaitu peraturan daerah yang khusus mengatur santunan kematian bagi masyarakat. 
Tujuan dibentuknya Peraturan daerah tersebut tentu dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Se​bagai prosedur dasar dalam penya​luran ban​tuan atau santunan kematian bagi masyarakat yang meninggal dunia se​cara wajar. Sebaliknya, bukan kepada warga masya​rakat yang me​ning​gal karena bencana alam besar, narkoba, obat terlarang dan bunuh diri. 
Selain itu tujuan program ini juga untuk meringan​kan be​ban ahli waris penerima bantuan da​lam menghadapi musi​bah. Tujuan lainnya, untuk membantu biaya hidup dan pe​laksanaan fardu kifayah guna menghindari ahli waris pe​ne​rima bantuan terlibat dengan sistem rentenir dan meng​ga​dai​kan harta yang ditinggalkan pewaris.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Serang tentang Santunan Kematian di Kota Serang.

II. PASAL
DEMI PASAL 

Pasal 1

Cukup jelas 

Pasal 2

Cukup jelas 

Pasal 3

Cukup jelas 

Pasal 4

Cukup Jelas
Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas 

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas
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